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NOMOR : 050 /06 c/DKISP/2021

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, 
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah,

berkesinambungan dan bertanggung jawab maka perlu menyusun 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta 

berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata 

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan R KP D, maka Rencana Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian tentang Pengesahan Perubahan Rencana Keija Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);

mailto:kominfo.pangandarankab@gmail.com


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau 

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Ketja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kineija Intansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

K a ja  Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

590);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

87);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 

79);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 );

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

24);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 10);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Keija 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Keija Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 Nomor 70);

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor Tahun 2017 Nomor 53);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang 

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keija Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);

48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 

Tahun 2020 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);

49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Rencana Keija (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Perubahan Rencana Keija (Renja) Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 

Anggaran 2021.

: Perubahan Rencana Keija (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 

menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian.

: Perubahan Rencana Keija Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.



KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika. Statistik dan Persandian 

Kabupaten Pangandaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal ^  September 2021 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian 

;n Pangandaran

I DA. ST., M.Dev.Plg

'embina Tk. L, IV/b

NIP. 19720106 199803 1 002
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Ulahi Rabbi karena atas perkenan-Nya 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 

2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2021, yang disusun antara lain 

berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan Stakeholders) di tingkat 

pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global 

maupun nasional. Selain itu, Perubahan RENJA ini juga disusun untuk memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi 

pembangunan

Mengingat hal tersebut, maka semua unit keija, pimpinan dan staf Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus melaksanakannya secara 

akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kineija (better performance). 

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan 

dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Apabila diperlukan 

dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat 

dilakukan perubahan /  revisi muatan RENJA termasuk indikator-indikator kineijanva. 

Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Parigi, 23 September 2021 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik Dan Persandian
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, 

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang 

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khusunya, dan 

pembangunan daerah dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan 

produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD 

berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah 

menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun 

berjalan dan rencana yang menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan diantaranya perkembangan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, dokumen Perubahan Renja Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi 

pedoman penyusunan Rencana Keija & Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian yang kemudian akan dituangkan dalam rancangan 

APBD Perubahan (RAPBD Perubahan) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja 

Tahun 2021 adalah:

L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran 

di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

l L Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
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Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 136);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan 

Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 590);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
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Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 

Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 

Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 

Nomor 79);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016- 

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 10);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
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44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas. 

Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Keija Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2019 

Nomor 70);

45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 

Tahun 2017 Nomor 53);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 

dan Tata Keija Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Keija (Renja) 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 67);

48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Keija 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 42);

49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Keija (Renja) Perangkat 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2021 Nomor 47).

13. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini 

disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dengan dokumen Perubahan RKPD dan 

sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan satuan keija perangkat daerah periode 1 

(satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2021 dan dalam pelaksanaannya 

terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya 

dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Tahun 2021 adalah untuk:
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a. Penyelarasan dengan Dokumen Perubahan RKPD 2021;

b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2021;

c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;

d. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika
Perubahan Rencana Keija Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
l . 1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 11 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, 

INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Tahun 2021 s/d Triwulan II

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

BAB IH RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

BAB IV PENUTUP
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BAB n

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Rencana Keija sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk 

mengidentiifkasi sejauh mana kemampuan Satuan Keija Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksannakan pada tahun berjalan atau tahun

2021.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Keija Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan II yaitu :

L Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

•  Penyusunan Dokumen Perencnaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar 

Rp. 22.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa 

anggaran sebesar Rp. 11.800.000,-

•  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar

Rp. 2.559.352.148,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.050.870.778,- atau 41,06%. Sisa 

anggaran sebesar Rp. 1.508.481.370,-

•  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan 

anggaran sebesar Rp. 40.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.800.000,- atau 

33,99%. Sisa anggaran sebesar Rp. 26.800.000,-

•  Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesa

Rp. 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- atau 47,78%. Sisa 

anggaran sebesar Rp. 11.800,000,-

•  Pelaporan Pengelolaan Rertribusi Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 20.600.000,- dan terealisasi Rp. 10.200.000,- atau 49,51%. Sisa anggaran 

sebesar Rp. 10.400.000,-

{ 8 }
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Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran 

sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 46,87%. Sisa 

anggaran sebesar Rp. 10.200.000,-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan 

anggaran Rp. 4.264.030,- dan terealisasi sebesar Rp. 685.000,- atau 16,06%. Sisa 

anggaran Rp. 3.579.030,-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar

Rp. 41.545.250,- dan terealisasi Rp. 9.689.500,- atau 23,32%. Sisa anggaran

sebesar Rp. 31.855.750,-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 6.505.650,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 1.955.700,- atau 30,06%. Sisa anggaran 

Rp. 4.549.950,-

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar

Rp. 8.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.335.000,- atau 29,18%. Sisa

anggaran Rp. 5.665.000,-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran 

sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.680.000,- atau 42,66%. Sisa 

anggaran Rp. 10.320.000,-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp. 230.778.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.597.500,- atau 1,59%. 

Sisa anggaran Rp. 220.180.500,-

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar 

Rp. 110.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 90,90%. Sisa 

anggaran Rp. 10.000.000,-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 7.300.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 2.045.500,- atau 28,02%. Sisa anggaran Rp. 5.254.500,-
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•  Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik dengan anggaran 

sebesar Rp. 58.191.552,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.938.787,- atau 30,82%. 

Sisa anggaran Rp. 40.252.765,-

•  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.

127.381.000, - dan terealisasi sebesar Rp. 58.303.500,- atau 45,77%. Sisa 

anggaran Rp. 69.077.500,-

•  Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 

85.281.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.671.600,- atau 46,51%. Sisa anggaran 

Rp. 45.609.948,-

•  Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.

10.275.000, - dan terealisasi sebesar Rp. 3.375.700,- atau 32,85%. Sisa anggaran 

Rp. 6.899.300,-

•  Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran 

sebesar Rp. 2.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp.

2.040.000, -

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

•  Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 27.904.974,- 

dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 0,-

•  Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 84.165.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 14.615.000,- atau 17,36%. Sisa anggaran

Rp. 69.550.000,-

•  Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 43.530.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 19,29%. Sisa anggaran Rp. 35.130.000,-

•  Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas dengan 

anggaran sebesar Rp. 1.371.844.948,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.543.046,- 

atau0,91%. Sisa anggaran Rp. 1.359.301.902,-
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3. Program Aplikasi Informatika

•  Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 

Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran 

Rp. 29.039.400,-

•  Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99% Sisa 

anggaran Rp. 72.007.200,-

•  Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 

dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,- 

atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-

•  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan 

realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

•  Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar

Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran 

sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

•  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Anal isis dan Diseminasi 

Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi 

sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871,-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

•  Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar

Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa 

anggaran Rp. 83.313.000,-



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

3. Program Aplikasi Informatika

•  Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub domain dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 

Rp. 36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.960.600,- atau 19,33%. Sisa anggaran 

Rp. 29.039.400,-

•  Pengelolaan Pusat data Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar

Rp. 144.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 71.992.800 atau 49,99%. Sisa 

anggaran Rp. 72.007.200,-

•  Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 

dengan anggaran sebesar Rp. 91.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.800.000,- 

atau 60,78. Sisa anggaran Rp. 36.000.000,-

•  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.643.780,- dan 

realisasi sebesar Rp. 65.181.761 atau 5,72%. Sisa anggaran Rp. 1.072.462.019,-

4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

•  Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Pangandaran dengan anggaran sebesar

Rp. 952.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.000,- atau 100%. Sisa anggaran 

sebesar Rp. 0,-

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

•  Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisis dan Diseminasi 

Data Statistik Sektoral dengan anggaran sebesar Rp. 176.999.871,- dan realisasi 

sebesar Rp. 0,- atau 0%. Sisa anggaran Rp. 176.999.871,-

6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

•  Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar

Rp. 95.313.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau 12,59%. Sisa 

anggaran Rp. 83.313.000,-
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•  Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,- 

atau 46,87%. Sisa anggaran Rp. 10.200.000,-

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, tidak terlepas dari beberapa 

permasalahan dan hambatan, antara la in :

1. Adanya himbauan rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid sehingga 

terjadinya pemangkasan anggaran pada beberapa kegiatan.

2. Kurangnya SDM yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian baik secara kuantitas maupun secara kualitas berakibat pada penyelesaian 

pekerjaan yang tidak sesuai target waktu, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran 

kegiatan dapat terganggu.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan 

kelancaran program/ kegiatan sesuai rencana. Kesuksesan pelaksanaan program dan 

kegiatan tergantung adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara 

Dinas Komuniaksi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran 

memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui 

pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkain cara untuk mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan 

diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang 

berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukan 

adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu system operasional Dinas 

Komuniaksi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. 

Kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan dalam konteks organisasional Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dirumuskan melalui renstra 

organisasional Dinas Komunikasi, InformatPika, Statistik dan Persandian Kabupaten

{ 12 >
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Pangandaran untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan aplikasi di lingkup Kabupaten Pangandaran sehingga informasi 

yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan. Meningkatkan 

kemampuan dari sisi kapasitas dan ketersediaan layanan informasi;

2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi. 

Informatika, Statistik dan Persandian;

3. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengiriman pegawai dalam 

program dan kegiatan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional;

4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan 

kewenganan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Pangandaran;

5. Optimalisasi penggunaan anggaran;

6. Menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman standar pelaksanaan

tupoksi.
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BAB m

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
Perumusan perubahan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 telah mempertimbangkan 

beberapa faktor dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran instansi, 

peningkatakan kualitas pelayanan kedapada masyarakat untuk mencapai standar pelayanan 

minimal. Adapun perubahan program dan kegiatan tahun 2021 pada urusan Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diarahkan untuk mencapai sasaran 

diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daereab Kabupaten/Kota

•  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

•  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

• Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD

•  Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

•  Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

•  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

•  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

•  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

•  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

•  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

•  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

•  Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya

•  Penyediaan Jasa Surat Menyurat

•  Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

•  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

•  Penyediaan Jasa PemliharaanJBiaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

•  Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

•  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

•  Pengelolaan Media Komunikasi Publik

•  Pelayanan Informasi Publik

•  Penyelenggaraan Hubungan MasayarakatJMedia dan Kemitraan Komunitas
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3. Program Aplikasi Informatika

•  Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

•  Pengtelolaan Pusat Data Pemerintahan daerah

•  Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

•  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah daerah

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

•  Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

•  Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
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BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Keija Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Pangandaran merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang penyusunannya 

telah mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021. Penjabaran ini diharapkan dapat 

menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dalam Tahun 2021.

Perubahan Rencana Keija ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan 

Keija Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Keija setiap tahun diharapkan akan 

lebih memfokuskan pencapaian target kineija sebagaimana akan dicapai pada akhir proses 

pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, 

pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Keija ini belum 

sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan 

Rencana Keija di masa mendatang akan lebih baik.

Pangi, 2.2 September 2021 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
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14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang 
dftedlakan

Jumlah peralatan dan 
perlengkapan kantor yang 
dltedlakan

Janlt Jenla 36 66 9,649.300 91,690.930 40,484,230 (11,202,700) APBD

Unit Unit 1 i

19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ptralatan rumah tangga
vana disediakan

Jumlah peralatan rumah tangga
vine dltedlakan Jtnlt Janlt 4 4 lrPSt.700 6,503,930 2,935.700 (1.349,*30) APBD

20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan
V*m dli*dl«k*n

Jumlah barang cetakan dan 
penggandaan yang dltedlakan

Janlt Janlt 3 3 2,333.000 8,000,000 3,776,000 (4,224,000) APBD

21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-- 
undangan

Jumlah bahan bacaan dan 
paraturan perundang-undangen 
y.r,di>,dl.k.n

Jumlah bahan bacaan dan 
paraturan perundeng-undangan 
ytngdjsadlaktn

Janlt Janlt 1 1 7,*40,000 14,000,000 15,360,000 (2.640,000} APBD

22 Penyelenggaraan Rapat Koordinat) dan Kontultatl SK P D

Jumlah rapat korodlnatl dan
kontultatl SKPD yang 
dltelanggarakan

Jumlah rapat korodlnatl dan 
kontultatl SKPD yang 
dltelanggarakan

Kegiatan Kegiatan 24 24 10,397,300 231,837,000 31.500,000 (220,337,000) APBD

laporan Uporan 24 24

23
Pengadaan Barang Mlilk Daerah Penunjang Urutan 
Pemerintahan daerah Pertantate pengadaan barang Pertantate pengedeen bareng

mlltk Hurah uaiu *«Mallaaaf
% % •0 90 100,000,000 110,000,000 100,000,000 (10.000,000)

24 Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya
Jumlih Dtrrv*di„n «Mun« kintor

Jumlah panyadlaan gedung
kantor Unit Unit 1 1 100,000,000 110,000,000 100,000,000 (10,000,000) APBD

23 Penyediaan Jata Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah Pertentate jata penunjang urutan
Pertantata jata penunjang
urutan pemerintahan yang 
dltedlakan

n % 90 90 74,247.7*7 221,441,832 114,343,642 (M,2,7.170)

26 Penyediaan Jata Surat Menyurat
Jumlah jata turat menyurat yang
dlttdlakan

Jumlah Jata turat menyurat 
yang dltedlakan Buah Buah 40 40 2,043.300 7.300,000 3,640,000 (3,660,000) APBD

27 Penyediaan Jata Komunlkatl,Sumber Daya Air dan Uitrlk

Jumlah jata komunlkaiUumbar
daya air dan llttrlk yang disediakan

Jumlah Jata komunlkaiUumbar 
daya air dan llttrlk yang 
dltedlakan

Rekening Rekening 3 3 17,938,787 38,191,332 41.836,582 (16.334,970) APBD

Bulan Bulan 12 12

23 Penyediaan Jata Pelayanan Umum Kantor

Jumlah jata pelayanan umum
kantor yang dltedlakan

Jumlah jata pelayanan umum 
kantor yang dltedlakan Bulan Bulan 12 12 38,303,300 136.330,000 113.047.000 (43.303.000) APBD

Orang Orang 6 6

29
Pemeliharaan larang MlifiTdaereh Penunjang Urutan
i*----- >—. -1 

Pertantata pratarana yang baik
den lank furwJ __________

Pertentate pratarent yang baik
% % 90 90 44,722,300 106,0*4,344 •4,173,100 (10,*23,244)

30
Penyediaan Jata Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dlnat atau Kendaraan Dlnat 
Jabatan

Jumlah jata pemellharaan.blaya 
pemeliharaan dan pajak kendaraan 
perorangan dlnat atau kendaraan 
dlnat iabatan yarn dltedlakan

Jumlah jata pamaliharaan.blaya 
pemeliharaan dan pajak 
kendaraan perorangan dlnat 
atau kendaraan dlnat Jabatan 
yang dltedlakan

Unit Unit 2 3 39,671,600 43.281,544 42,820.600 (2.460.944) APBD

31
Penyediaan Jata Pemellharaan.Blaya Pemeliharaan,Pajak 
dan Perfjlnen Kendaraan Dlnat Operational atau Lapangan

Jumlah jata pemeliharaan,biaya 
pemeliharaan,pajak den perlilnan 
kendaraan dlnat operational atau 

y»nial»dl«k«n

Jumlah Jata pamaliharaan.blaya 
pemeliharaan,pajak dan 
perlilnan kendaraan dlnat 
operational atau lapangan yang 
dlted(a_kan

Unit Unit 2 2 3,373,700 10,273,000 7,427,700 (2,847.300) APBD

32 Pemeliharaan Peralatan dan Metln lainnya Jumlah peralatan dan metln
Wnnv* vlfti dfk*Wi .......

Jumlah peralatan dan metln 
lalnny* yang dikelola

Unit Unit 20 20 1,673,000 7,500,000 3,925,000 (3,373,000) APBD

33
Pemeliharaan /RehabJiltail Gedung Kantor dan Bangunan 
lainnya

Jumlah gedung kantor dan
bangunan lainnya yang 
direhabllltatl

Unit • 1 - 2,040,000 • 12,040,000} APBD

34 Program Informatl dan Komunlkatl Publik Pertentate tata kelola layanan 
Infromatl publik,pertentate tata 
kelola komunlkatl publik

Pertentate tata kelola layanan 
Infromatl publik, pertentate
tata kelola komunlkaal oubllk

% % 50 50 33,394,046 1,622,13*,974 911,042,*48 (Si*.0*7,026)

S3
Pengelolaan informatl den Komunlkatl Publik Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota

Pertantate kttertedlaen konten
yeng dlpubllketlken,Pertentate 
pengelolaan media matta dan
U t a s i » .....................- -  ...

Pertentate ketertedlaen 
kontan yang
dlpublikatlkaa Pertentate % % 59 5» 33,934,046 1,322,13*,974 911,042,948 (§•*,0*7,024)

34 Monltrolng Opini dan Atpirasl Publik
Jumlah opini dan espfretl publik 
tetuai lingkup tominfo yang
« la S tW iM ,_______ _

Opini dan 
Asplretl • 23 • • 30,999,974 • (30,999,974) APBD
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5? Pengelolaan Media Kemuniktsl Publik Jumfah MMli Onilns MMdlkWM
Jumlah Media Online yang 
dlketo[a ________________

Media Media 1 1
14,813.000 87,340,000 32.917,000 (84.423,000) API0

JwnW tetlti nwdls u n i «Wmism

Jumlah sosial media yang 
dikelola

Sotmed Sotmed 4 4

38 Pelayanan Informal! Publik Jumlah Informasi publik yang 
disebarluaskan ke publik ^

Jumlah informasi publik yang 
dlsabarluaskan ka publik

informasi Publik Informasi Publik 48 48 8,400.000 53,800,000 16,200,000 (»7,600,000)

39
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Madia dan 
Kemitraan Komunlta»

Jumlah hubungan dengan media 
yang terjalin

Jumlah hubungan dangan madia 
yang tarjaiin Media Media 3 3 12,343,044 1,330,000,000 863,925.948 (486,074,032)

40 Program Apllkaal Informatika Tingkat kematangan tata kelola 
2 H  .

Tingkat kematangan tata kelola 
SPBE

Indeks Indeks 3 3 199,933,161 442,328,780 1,420,864,884 978,540,674

41
Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh
Pemerintah Puaet den Sub Domain dl Lingkup Pemerintah 
Kabupaten/Kota

Persentase domain yang 
terkelola,persentase tub domain
yang terkelola _

Persentase domain yang 
terkelola,persentase sub 
domain yang terkelola

% % 100, 80 100, 80 6,960,600 16,000,000 »6,000,000 •

43
Penatalaksanaan dan Pengawetan Nama Domain dan Sub 
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah domain yang berjalan 
dengan baik

Jumleh domain yang berjalan 
dangan baik Domain Domain 1 1

6,960,600 36,000,000 36,000,000 APBD

Jumlah tub domain yang berjalan 
denianbaik ^

Jumlah sub domain yang 
berialan dengan baik Sub Domain Sub Domain 20 20

43
Pengelolaan «-Government dl lingkup Pemerintah Daereh 
Kab/Kota

Persentase OPO yarig mernlflftT
layanan publik berbasis sistem

DahaMma a Aa  mumfflulrert«mo*e wru yang memuiai 
layanan publik berbasis sistem
•UbUnIL

% % 60 59 162,674,561 406,828,780 1,884,144, »94 978,540,974

44 Pengelolaan Pu*at Data Pemerintahan daerah

Jumlah tervtr fisik pemerintah 
daerah yang dikelola

Jumlah servar flilk pemerintah 
daerah vang dikelola

Unit Unit 3 3

71,992.800 144,000,000 144,000,000 APBD

Jumlah apllkati yang tersimpan di 
pusat data pemerintah daerah

Jumlah aplikasi yang tersimpan 
di pusat data pemerintah daerah

Sistem Sistem 3 S

45
Pengembangan Apllkati dan Proses Bisnis Pemerintahan 
Berbasis Elektronik

Jumlah Implementasi proses bisnis 
berbasis elektronik

Jumlah implementasi proses 
bisnis berbetis elektronik

Proses Bisnis Proses Bfsnls 10 10
55,800.000 109,800,000 109,800,000 APBD

Jumlah aplikasi yang 
dikembangkan

Jumlah aplikasi yang 
dikembangkan Sistem Sistem 3 3

46 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Taknolog 1 
informal! dan Komunikasi Pemerintah daerah

Jumlah sumber daya TIK yang 
dikelola

Jumlah sumber daya TIK yang 
dikelola Sumber daya Sumber daya 1 1 65,181,761 132,323,780 1,131,064,834 978,540,574 APBD & 

BANPROV

47 Urutan Pemerintahan ildeng Stetlitlk . 176,999,871 . (176,999,871)

48 Program Penyelenggaraan Itetlatlk Sektoral
Persentase publikasi data statistik

- * • •0 • 176,999,871 . (176,999,871)

49
Penyelenggaraan Stetlitlk Sektoral dl Ungkup daereh 
Kabupeten/Kota

Jumlah dokumentasi stetlitlk 
sektoral yang dipublikasikan • Publikasi - 1 • 179,999,871 (176.999,871)

50
Koordinat! dan Sinkronliatl Pengumpulan. Pengolahan, 
Analltl» den Dltemlnail Data Statlitik Sektoral

Jumleh koordinasi pemenuhan den 
anellsls data statistik sektoral OPD

• koordinasi • 2

- 176,999,871 - (176,999,871) •
Jumlah pengumpulan dan 
pengelohan data ■

dokumen
pengumpulan • 1

Jumlah analisis dan dlsemlna»! 
data statistik sektoral

•
dokumen
analisis - 1

51 Urutan Pemerintahan Ildeng Persandian 2 lf000,000 ..........177,818,000 »»,400,000 1187,811,000)

52
Program Penyaienggaraen Persandian Untuk Pengamanan

. Informaal _ ... . _  .... ..... „ ........................ 21,000,000 172,918,000 83,400,000 (187,118,000)

53
Ponytlenggeraen Persandian untuk Pangemanan Informasi 
Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota Persentase kegleten pangemanan

Informasi pemerintah daerah

Persentase kegleten 
pengamanan informasi * % 10 18 12,000,000 149,998,000 18,000,000 (181,998,000)

54
Pelaksanaan Analltl» Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber 
Daya Keamanan informasi Pemarlntah Daerah 
Kabupaten/Koto

Jumlah aplikasi yang diuji 
keamanannya, Jumlah apllkati 
yang forsertiflkaslelektronlk

Jumleh aplikasi yeng diuji 
keamanannya, jumlah apllkati 
yang teraertlftkasl elektronik

Apllkati Aplikasi 1 1 12,000,000 149,998,000 18,000,000 (131,998,000) APBD



ss
Panatapan  Po la  H ubun gan  K om un ika si Sandi Antar

Pa rang  kat Dae rah  Kabupeten/Kota

Jum lah p ro se d u r ko m u n lk a il 

sandi an ta r parangka t daa rah

Jum lah  p ro tedu r ko m u n lka il 

la n d l antar parangka t daa rah  

^ a n jd liu a u n

P ro ia d u r P ro iad u r 1 1 P,000 ,000 21, *2 0 ,0 0 0 1 7 ,4 00 ,000 [J,110,0001

5«
Operasionalisasi Jaring Komunlkail sandi Pamartntah
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sandi dan matarll sandi 
wmbertsm» « n u n  talk _

Jumlah sandi dan matarll sandi
_____

Saluran
Komunikasi

— JM M ____

Saluran
Komunlkail

____ ss a S L ,

1 1 » ,00 0 ,000 2 2 ,»20,000 17,400 ,000 (8 4 5 0 ,0 0 0 ) APBD

Parlgt,*-5^ept ember 2021 
Kepala Dlnai Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian 
Kabupaten Pengandaran

Pgsafflna Tk. I, IV/b 
r»720106199803 1 002


